
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tindak pidana pemerasan 

adalah Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa 

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu 

atau orang lain. Dalam pembuktian kasus dalam tindak pidana pemerasan 

adalah berupa: 2 (dua) lembar Surat Tugas masing-masing An. Faturohman 

dan Sibron, 2 (dua) lembar kartu Anggota LP21/ID card an. Faturohman dan 

Sibron dan 1 (satu) lembar pernyataan tanggal 19 Agustus 2008.  Tindak 

pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya 

terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan 

(afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam 

tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang 

bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua 

tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” 

serta diatur dalam bab yang sama. 
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2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana 

pemerasan terhadap kepala sekolah di Kabupaten Tanggamus berupa Putusan 

yang diberikan oleh Hakim terdakwa hanya dipidana penjara selama 4 bulan, 

sedangkan menurut Pasal 365 KUHP disebutkan bahwa “Jika kejahatan 

pemerasan tersebut diperberat ancaman hukumannya dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua belas tahun”. Salah satu tindak pidana pemerasan adalah 

terhadap kepala sekolah oleh oknum wartawan yang ditangani Pengadilan 

Negeri Kota Agung, yaitu dengan Nomor: 06/Pid.B/2009/PN.KTA dengan 

terdakwa Faturohman Bin Suhairi dan Sibron Bin Usman Hasan dengan 

tuduhan pemerasan dengan kekerasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 368 

Ayat (1) KUHP terdakwa dipidana kurungan (penjara) masing-masing selama 

4 (empat) bulan. Putusan yang diberikan oleh Hakim terdakwa hanya dipidana 

penjara selama 4 bulan, sedangkan menurut Pasal 368 KUHP disebutkan 

bahwa “Jika kejahatan pemerasan tersebut diperberat ancaman hukumannya 

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”, inilah yang 

menimbulkan ketidaksesuaian antara putusan hakim dan tuntutan Jaksa dalam 

penanganan kasus pemerasan tersebut. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka 

saran yang dapat diberikan demi perbaikan di masa mendatang sebagai berikut : 

1. Dalam dasar penjatuhan pidana tindak pidana pemerasan hakim harus 

mempertimbangan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP sehingga dalam 
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pemberian hukuman pidana bagi pelaku tindak pemerasan akan lebih objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pemerasan, sebaiknya para 

penegak hukum sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terpidana melihat 

terlebih dahulu latar belakang terpidana, sehingga dalam penjatuhan pidana 

pada tersangka pelaku tindak pidana pemerasan dapat lebih memberikan efek 

jera bagi para pelakunya. 


